BERITA DAERAH SALINAN
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR :5 TAHUN 2013

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DALAM WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang

a.

bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah
tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak berdasarkan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar
Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu, perlu
dilakukan penyelarasan regulasi di daerah untuk menjamin
kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan
penumpang umum serta peningkatan mutu pelayanan di
bidang transportasi;



bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah
Kabupaten Majalengka.

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas
Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib
Kecelakaan Penumpang Kendaraan Bermotor Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 28);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1993 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3527 );

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

11.

12.

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
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13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18
Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu;

15.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002
tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan
Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum
Antar Kota Kelas Ekonomi jo. Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor KM. 52 Tahun 2006 tentang Peraturan Perubahan atas
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002
tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan
Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum
Antar Kota Kelas Ekonomi;

16.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2013
tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angukta
Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di
Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Tarif Angkutan Bus Kota;

17.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 1);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
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19.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun
2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);

20.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun
2011 tentang Penyelenggaraan Izin Trayek Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011
Nomor 5).
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF
ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH
KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.

2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Majalengka.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Majalengka.
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5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Majalengka.

6. Tarif Angkutan Penumpang Umum adalah harga jasa pada
suatu trayek tertentu atas pelayanan angkutan penumpang.

7. Trayek adalah Lintasan kendaraan Umum untuk Pelayanan
Jasa Angkutan Orang dengan Mobil Bus atau dengan Mobil
Penumpang Umum yang mempunyai asal dan tujuan
perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun
tidak terjadwal.

8. Angkutan Perkotaan adalah Angkutan dari satu tempat ke
tempat lain dalam Wilayah Kota dengan mempergunakan
mobil Bus Umum dan atau Mobil Penumpang Umumyang
terikat dalam trayek tetap dan teratur.

9. Angkutan Pedesaan adalah Angkutan dari satu tempat ke
tempat lain dalam satu wilayah kabupaten dengan
mempergunakan Mobil Bus Umum dan atau Mobil
Penumpang Umum yang terikat dalam trayek tetap dan
teratur.

BAB II
TARIF

Pasal 2
Tarif angkutan penumpang umum dalam wilayah Kabupaten
Majalengka untuk masing-masing trayek tercantum dalam
Lampiran Peraturan Bupati Bupati ini.

Pasal 3

Setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan
harus mendapat persetujuan dari Bupati.
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(1)

(2)

(1)

(2)

BAB III
SANKSI

Pasal 4

Perusahaan angkutan yang terbukti mengenakan tarif diluar
ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi
administrasi berupa pembekuan sampai dengan pencabutan
Izin Trayek sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang
menetapkan izin trayek berdasarkan rekomendasi dari
Dinas.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian tarif angkutan
penumpang umum dalam wilayah Kabupaten Majalengka
dilaksanakan oleh Dinas.

Hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada
Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih
lanjut oleh Bupati dan/atau Kepala Dinas.
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Pasal 7
Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan
Bupati Majalengka Nomor 502 Tahun 2008 tentang Tarif
Angkutan Penumpang Umum Dalam wilayah Kabupaten
Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 1 Juli 2013

BUPATI MAJALENGKA,
Cap/Ttd
SUTRISNO
Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 1 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

Cap/Ttd

ADE RACHMAT ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2013
NOMOR 5



Salinan sesuai dengan aslinya




